FEMERINTAM KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II
MGJIOKERTO

FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAGH TINGKAT I1 MOJOKERTO
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DI :OTaAMADRYA DAEREH TINGEAT 11 MOJOKERTO

DENGBAN Ra-Fa Tt TUdAM vOME [MAHA ESA

A TIMGEAT 11 MOJOKERTO

bahwa ketentuan veng mengatur tentang penvelenggaraan
dan pengeiclsan parkir kendaraan di Ketamadya Daerah
Tirnakat 11 Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan
Baerah EKpotamadya Daerah Tingkat II Mojiokerte Nomor 3
tahun 1974 vang telah diubah terakhir kalinya dengan
Peraturan Daerah kKotamadya Daerah Tingkat I1 Molokerto
Noror 3 tahun 1293 tentang Perubahan Keempat Feraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3
tatun 1974 tentang Tempat Parkir EKendaraan, ternyata
ticalk sesusi lagi dengan perkesbangan keadaan dewasa
ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubaban  dan
diganti dengan menuangkan ketentuan perubahan  dimaksud
dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 19350 tentang Fembentuk-
an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa—
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

2. Undang—undang Nomor 12 Dri fabhun 1937 tentang Fer-
aturan Umus Retribuzi Daerah ;

Z. Undang-undanc Homor 3 0 tabun 1974 tentang Fokok-—
pokok Pemerintahian Daerah 3

4. Undang—undang Mamor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;

5. Undang—undang fomor 14 tabun 1992 tentang Lalu
tintas dan Angkutan Jalan j

&. Peraturan Femerintan Nomor 47 tahun 1582 tentang
Ferubahan Eatas Wilayab kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto

7. Peraturan Pemerintah MNomor 26 tahun 1985 itentang
Jaijan g
8. Feraturan Femerintah MNomor 44 tabun 19935 tentang

Kendaraan dan Fengemudi §

Z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tatun 198Q
tentang Fedorman Feng=zlclaan Perparkiran di Daeran ;

1. Keputusan fMenteri Dalam Negeri hNomor 84 tahun 17973
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerab
Ferubahan j



11

ah Kotamadya Dasrabh Taingkat I Mojo-
tahwul 19%0 tentang Fenvidik Fegawai
di Lingkungan  Pemerintah Kotamadva
P Mosoikerto.

Faraturan L=z
kerto
Negesri
Casrah

Denaan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Eotamadvya Daerah
Tinakat Il Mojokerio.

MEMUTUS KARN

Hlenetapkan : FERATURAN DAERAH #OTAMADYA DAERAH TINSKEAT I1 MOJGHERTO
TEMTANG  PENYELENGGARAAN DANM PENGELDEAAN FARKIR  KENDA—
RALM DI FOTAMADYA DAERAH TINGRAT 11 WMOJOKERTO.

=2y I
FETERMNTUAN UMUM
Fasal 1

Dzalam Feraturan [Daerah ini  vanno dimakasud

dengan =

8-

Caeran . adalah Kotamadvya Daerah Tingkat I[I Moio—
kerto

Femerintah Baerah ., adalah Femerintah Kotamadvya
Damrah Yincret II HMoickerto

Halikectamadya FKepala Daerah

fendaraan. sviaial soatu alat vang dapat bergerak
dilzian, terd:iri dari kendaraan bermotor atau kenda—
raan tidak bersmctor

Yendarasn Hermotor. adalah kendaraan vang digei-akean
cleh peralatan  tehnilk vang berada pada kendaraan
2tu oz

Fendaraan Umum, adalah satiap kendarass bermotor
vang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dangan
dipunaut bavaran 3

Mobii Fenumpang, adalab setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi sebanvak—-banvaknva 8 { delapan }
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudz .
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
lragasi 3

Mobil Bus. adalah setiap kendaraan bermotor vang
dilenckapi lebih dari 8 {delapan; .empat dudub tidal
termasuh fempet dudak pangemudi. baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan baranc 3
tiap kendaraan bermeotar rada
1 vang termasubk dalam mobil

]

Yenmpat =
diizinkan
Lendaraan

vang ditentukan dan
sEbagal tempat parkir




k. arkir., agalan menempatkan kendaraan pada tempat
parkir

adaian  tempat parkir vanag
P tetap dengan  mempergunakan
fiskarn aleh Pemerintan Daerah 3

1. Tempat f L
diselsngaarai
fasiiitas

adalan  tTemoab pAark i vang
tetap  doenoan mamperguanakan

m. Tempat Fariir [ at
diselenguaarakan
fasiiitas sendiri =

Y ow il

n. Tempat fFarbir Insidentil, adalah tempalt parbs e
diczglanogarakan secara  inzideniil barena zuatoe be-
peEntingan vang sitebnva btidak tetsp. dengaen  mempsy—
gunakan fasilitas umum atau fasilita

Sw Msaha Fardir, adzlabh usaha untuk menvediakan tempat
parkilir serta menltaga atau sngawasl kendaraan yang di
parkir dengan memperoleh imbalan Jjasa berupa uana :

o. Fengusaha Fariir., adalah orsnog atawu badan Y ang
menjalankan uzaha parkir kendaraan 3

adalah tanah. lapangan—lapangan .
dan jalan—jalan umum vang dikuasai
Dacoah

- Fasilitas
Ralaman—h
aleh Fems

r. Fasiiitas
dikuasal

adalah lapangan atau halaman yang
=angan atau badan

S. iEay & Fa
Femerint
parkyr
raantyYa

smava  yang didapatkan oleh
olen dipungut oleh pengusaha
Fendarasn yvang menlitipkan kenda—

t. Retribusi Parelr, adaiabh  pungutan vang  dikenakan
bepada pemskal kendaraan vang mescréic kendaraanniva
ditempat parkir g

w. Farkir berlangganan, adalah pungutan parkir hkenda—
raan vanc dilakganakan secara rutin setiap tahun
atas permohonan vang bersangkutan s

v. Karcis Farkir, adaiah bukt: pesbavaran retribus:
parkir dan berlakoe untuk saty kal: parkir.
BAR Il

ETENTUAN PENMYELENGGARAAN DAMN FENGELGLAAN
TEMPAT PARKIR <EMDARAAN

Fasal =
Fenvelsnguaraan  dan pengelolaan atas tempat

parkir Eendaraan i daerah dikuasa: can  diatur oleh
Femzrintan Daar

)

pala untul menentu—
kan tempat porér rondarzan dengan memper—
hatikan keteni stentoan vang beriaku.

boespaa
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ISAHAAN DAN PERIZIINAN
FARCIR EENDARSAN

bagal 4

Dilarang mengqusaharan tempat pariiv di daerah tanga
izin terlebih dathvle dari Kepala Paerah s

Izin =ebagaimana  dimaksud poas
diberikar dalam bentuk Fepoeiusan

Pasal a
tepala Daerah dapat menunjuk acau memberikan 1zIin
kepada oranc atauw Gadan untuk mengusahakan tempat
parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir
insidentil

Orang atauw badan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
Fazsal ini, terlebibh dahulu diharuskan mengajukan
permohonan 121 secara tertulis kepada Eepala
Daerah

Tata garsz dHa
tersehut  paa
lanjut giuoh

sarat—zvarat pengajuan  permchonan
: {23 Fasal int diatur lebih
sepais Dasran.

JiBAN PENGUSAHA
FARKIR

fasai &

Setiap pengusaha tempat parkir waiib :

a. menempatkan papan  pengumuman atau  pagan oans
ditempat usahanya, dengan menvedbutkan  besarnva
taripg bsava parkir yang telah ditentukan =seria
nomer dan tanggal irfin pengusahaan :

b, melengkapi tandsa—tanda pangenal pada patugas
parkis.

Fengusaha tempat parkir dan petugss parvir di-
larang =

a. mengadakan pungutan parbkir lebih tinggi dari
tarip vang telah ditetapkas tercetak pada
karcis :

bh. mznggunallan karcis lebih dari satu kalir g

C. mengagaiian Spa karcis.

Besarftiva retripusi
sebagal berikut :

Sitefapkan
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(25

(4]

(5

{23

(L}

-  Tempalbl

cTeun, tempat  parkair khusus dan
tempat parklr insidentil siang hars (mulai jam
06.00 sampai dengan jam 18.00¢; dan malam  hari
{mulai jam 18.00 sampail dengan jam Z2.00;5. untuk
setiap kali parkir bagil :

a. Truck qandendan dan bus, Sepgasar mgp. 1.0
{seribu rupiah) ;

. Truck. wmeobil baerang tanpa d
Fo., 00,00 {anam ratus vuplah}

andengan SEns Tar
; -

—. Mobtl penumpang,., sebesar  Hp. 406,00 (empat
ratus rupiahl 3

d. Sepeda motor., sebesar Rp. 150,00 { seratus

lima puluh rupzah) 3
2. Sepeda, sebesar Rp.50,00 (lima puluh ruplahbjs
Tanda punmseian retrinusl parkir narus berbentuk

karcis  yang ditetapran dan disahkan oleh Kepala
Dasvah.

dimaksud  pada ayat (2) Pasal ini,
. Jdltespetran  pada  kendaraan  vang
Gifda temnpet vang mudah dilihat dan
rahtan Lepada pengendara atau pemilik

Tanda @pianous
sebadglan 4]

bersangkutar
sebaglan di
kendaraan =

Fengusaha parkir dilarang menaikkan tarip lebih
tinogi dari pada tarip vamg ditetapkan pada ayat
(1) hurut A, B dan C Fasal ini j

Khusus untuk rendaraan pemadam kebakaran. ambulancos
dan patroli dibebaskan dari psngsnaan pungutan
retiribusl odrkie.

Fasal o

famegang izin usaha tempat parkir nhusus, dilenakan
retripusi  parkir sebesar 20 % (dua pulubh prosen)
dari harga nominal beava parklr o

Femegang izin usaha tempat parkiv insidentil, vyang
menggunakan fasilitas umum dikenakan retribus:,
sebecar 4G % {zmpat puluh prasen} dari hrga nominal
karcizs vang becrlaky 3

Femeqgang izin usaha tempat parbir insidentii. vang
manggunakan Tasilitas sendiri dikenakan retribusi,
sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari harga nominal
karcis parkivr vano berlaku ;

dimaksud rada avat (1) sampai
irni. dilakukan pada =aat

Pesnbhacyarsy
dengan ayat
pengesahan karcis.

Fasal s

Baail pemilik kendaraan bermctor. dapat meabaver
retribusi parkir secara tahunan/beriangganan dendaan
terlebih dahulu harus mengajukan pe.mobonan sedara
tartulis kepada kKepala Daerah =



(2)

(1:

o

{1}

Berdasarian

ini. Fepala
dimaksud
garkir hey
pelunasa: B
menvabutian
an. tahun
pesarava

Daerath dapat

Gark iy

ik bFendaraan,
readatraan.,

il

name o
nizuatan
roetribusi

Besarnva retribusi

carmchonan dimaksuo pags avat (17
mengabulkan
dan kepads pemohon diberikan tanda
Sndaganan vang berups strcker dan
berlangganan
ienis
SOMmor
yang harus dibayar

parkir secara Tanunan

FPasal
pernobonan

bukti

tanda
dengan
Lendara-—
tendaraan dan

H

varlanaga—

nan dimaksud pada avat {27 Faszal 1ni sebagal beri—
Eut s
a. Mabil barang dengan gandangan. sebssar 36,000 00

(tige pulun enam ribu rupiab)

b. Bus, sebecar Rp. 28.800,00 (dus palan
ribu delapan ratus rupiab) s
c. Mebil penumpang. sebesar Rp. 18- T {Zelapan
belas ribuw rupiahd g
d. Mobil barang tanpa gandengan . sehezar
Rp. 14.400,00 {empat belas ribu empat ratus
rupiahj ;
e. Sepeds motor, ; {tujiuh ribu
dua ratus rupizah? i
Vi
PIDAaNA
Barang siapas aelangaar ketentuan—keteniuvan dalam
Fasal 4, 5 dan & Feratwuwran Daerah ini, diancam
dengan  pidana Lurungan selama-ilasanya & 0 {enam)
bulan atau denda sebanyak-—hanvabknvya Rp. SOL000 00
{lima pulub ribu rupiah} j
Tindak Pidana dimaksud pada avat (1) Hzzal ini,
adelah pelanggaran.
Dizmamping ketentuan pidana tersebut avatr i Fazal
ini. kepada pengusaha tempt parkir vang melakuban

pelanggaran dapat dikenaken sanksi

berupa pencabutan izin.
BAaAB VIl
KETENTUAN FEMYIDIKAM

administratif

Fasal 11
Selain cieh Psiabat Unum. penyiditan atas pslanqgga—
ran tindak pidana  sebagsimane ditetapkan dalam
Fasal 12 Feraturan Daerah ini, dilakukan oleh

Felabat pencidik

herdasarkan AT an

beriaku :

Daiam melakzsanaban
dimaksud pada

ini ¥

perundang—undangan

penyidlikan,
barwar

Fegawalr Negeri Sipil di Lingkungan
Femerintah Daerahn ,yamg pengangkatannva
i

ditetapkan
y ang

Fenvidik




OEWAN FERWAKILAKN Raky
FATAMADYA DAERAH TIMNGRAT

a. mensgrima laporan atad pengaduaan dari sesecrang
tentang ;a tindak pidana i

Linfakan  pertame  pada  saat itu di-
an dan melakukan pemeriksaan i

b. melakuk:
tampat seyad

C. menyurod nenti tersangkes dan meEnanyakan surat
irin dan atac memerikss  tanda  pengenal diri
tersangra :

d. malakukan panyvitaan bendas dan atau surat o

e. mengambil sidik  jari  dan  staw memotret soese—
orang i

f. memsnggll sSeseorang wituk o Jens

periksa sebagal tersangka atau =aksi =

g. mendatangkan orang ahli  vang dipgerlicken dalam
hubungannya dengan pemerlksaan perkara

h. mengadakan penghentian penyiditan setelab ms
dapat petunjuk dari Penyaidi# omum  Dbabwa tidak
terdapat bukti—bukii atau peristiwa tersebut
bukan merupkan tindak pidana dan =selaniutnya
melalul Penvidik Umam memberitabukan hal  terse-—
but kepada Penuntut lmum, tersangka atau keluar—
ganvya @

i. mengadakan tindaken  lain ag@nurat hokum yang
dapat dipesrianggung lawabkan.
Bl YTIT
-LAaTh DAk PENUTUR

Fasai 1z

Hal—-hal vang beluwn diatur dalam Feraturan Daerah
ini, sepantjang meagenal pelaksanaannva, akan diatur
iebih lanjiut oleh Kepala Daerah.

Fazal 1=

Dengan berlakunya Feraturan Dasrah ini. dinvats-

kan tidak berlaku lag: Peraturan aerah bRotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 3 tanun 1974 beribut
peraturan—peraturan  perubabannyva terakhir Paraturan

Dasrah Eotamadya Daeral, Tingkat I1 Moiokerto bowmor 3
tabun 19%% tanggal 20 Januari 1993,

Fasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pads  tanggail
diundangkan

Agar setiap orang dapat wmengetabulnva., memerin—
tahkan pengundangan Feraturan Daerah ini dengan pensm—
patannya dalam Lembaran Daerah Kotamadva Daerah Ting-—
tat Il Mojockerto.

Ditetapkan di1 : Moiokerto
Fada tanggal :@: 3 Agustus 1995

FARENN VT ol PRDTOMADYA KEFALA DAERAH
IT ™k TINGKAT 11 FOJOERTO
Ketua,
Cap. ttd. . bld.

GEHA DRI




Disahkan dengan Keputusan Gubernur Eepala Daerabh Tingkat 1 Jawa
Timur tanggal 11 September 1595

H.n. BGUBENUR KEPALSG DARERAH TIMGEAT I
JAWA T IMUR
Cap. ttd.
TUTU _SETIAWAN, 5.0

Pembina T
MIF. D40 497 1%i

Diundangkan dalam Lembaran Daevrah kotamatyve LDaeran
Aojfokertsc Tahun 1994 Seri B pada tanggal 8 Januar:z 1954

A.n. WALIKOTAMDYA KEFALS DAERAHM TINGEAT 11
MO JOEKEERTO
Sekretarics Kotamadya Trasrah

Cap. ttd.
Dre. B O I M 1 H

Fembina Tk 1
NIP. G1G 045 P4l
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FENJEL AS AN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYD TACFEAH TINGKAT 11 HMOJOFERTO
WNEMOR 10 TéduN 1995

CAAN FARE IR EENDARAAN
IT MUIGKERTR

FENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha meningkatkan Fendapatan Asii Daerah
Fotamadva Daerahb Tingkat II Mojockerto. guna menunjiang pelsksanazan
Otonaml Daerah vang nvata dan dinamis, maka perlu adanva penggali-
an  sumber Fendapeatan Asli Daerah  antara  lain dari  reifribusi
dagrah .

Bahwa ketentuan Peraturan Daerah kKotamadva Daeran  Tino-
kFat 1 Mojokerto fNomar S5 tabun 1974 tanggal 31 Desempec L1774
tentang tempat parkir kendaraan, telah mengalami perubahan—-peruos-
han terutama mengenal ketentuan besarnya tarip retribuss.

Ferubanan—perubahan dimaksud telah dilaksanakan sebanvak 4
iempaty kali vaitu terakhir dengan Peraturan Daerah  Kotamadva
Daeran Tingkat II Mojokerta Nomor I tahun 1593 dan  Feraturan
Haeran tersebut materinva adalah sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, kondisi dan situasi saat ini.

Dengan memperhatikban Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar
84 taiun 1993 tersebut pada ketentuan Fasal 4, bahwa Paeraturan
Daerah dapat diubah sebanvak—banvaknya 3 {(tiga) kali dan seterus-
Ayva harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah vyang baru, maka
Feraturan Daerah Eotamadva Dasrah Tingkat I Mojokerto tersebut,
parluy diadakan perubahan sacare menveluruh dan diganti  dengan
Feraturan Daerah induk barw.

PENJELASAN FASAL DEMI FASAL
Fasal 1 s/d 3=

Cukcp jala=.

Fasal 4 avat (1} : Dikarenakan belum semua pengelolaan
lokas: parkir dapat dijangkaun olieh
Femerintah Daerah wmaka diberikan
Eesempatan  kepada sesesrang atau
badan untuk berpartisipasi mengsia-
lanva.

avat {2} Untuk mendapatkan izin penvyelsnoga-
raan par#ilr, maka perlu diatur tata
cara serta persvaratan vang akan
ditetapkan oleh kKepala Daerah.

Fasal o : Cukup Jjelas

Fasal 6 avat (1) huruf b : Tanda pengenal petugas parkir fter-
sebut, misalnya : Ffakaian seragam.
nama petugas, Jabat =n netugas
{kepala tempat parkir, petugas

parkir} dan lain-lain.

ayvat (21}

e

Cubupe relias
Fasal 7 s/d 14 ; Lubup Jelas



